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KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja I
merupakan suatu pertanggungjawaban f
scbagaimana diamanatkan PP Nomor 8

Instansi Pemerintah.
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-
-
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a ini disusun
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Pelaporan Keuangan dan Kinerja
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1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan
bersih dan bertanggung jawab, t
tentang Sistem Akuntabilitas Ki
rangkaian sistematik dari berbagai
penetapan dan pengukuran, pen
pelaporan kinerja pada instansi
peningkatan kinerja instansi peme

Menteri Pendayagunaan Aparatu

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Ps

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kin

Akuntabilitas Kinerja Instan

pemerintah untuk mempertanggun
dan misi organisasi dalam mencaj
pertanggung jawaban secara period

Untuk mencapai Akuntabilit

Tanjungpinang selaku unsur pem

BAB 1
PENDAHULUA

elah diterbitkan Per
nerja Instansi Pemsg
aktivitas, alat, dan |

gumpulan data, pe

rintah. Pelaksanaan

t Negara dan Refo

erja Instansi Pemerir
si Pemerintah adalal
o jawabkan keberha
pal tujuan dan sasar

ik.

bantu pimpinan, dit

kinerja. Pembenahan kinerja dih

sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah

masyarakat,

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota

sasaran pembangunan yang dila

melainkan keselarasan dengan tnjuan dan sasaran

Pemerintahan Kota, Propinsi dan
Terwujudnya suatu tata pe
semua pihak. Berkenan harapan t

pertanggungjawaban yang tepat,

pemerintah dan pembangunan dapg

N

pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna,

pturan Presiden No. 29 Tahun 2014
rintah (SAKIP). SAKIP merupakan
prosedur yang dirancang untuk tujuan

ngklasifikasian, pengikhtisaran, dan

pemerintah, dalan rangka pertanggungjawaban dan

ebih lanjut didasarkan atas Peraturan

ymasi Birokrasi Republik Indonesia

ptunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

tah,
perwujudan kewajiban suatu instansi
ilan atau kegagalan pelaksanaan visi

an yang telah ditetapkan melalui alat

s Instansi Pemerintgh yang baik, Inspektorat Daerah Kota

intut selalu melakukan pembenahan

rapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas

yang berupaya memenuhi aspirasi

Tanjungpinang, capaian tujuan dan

an tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah,

sional.

erintahan yang bail

¢
jelas, terukur le

it berlangsung secar.

ersebut diperlukan p

yang ingin dicapai pada lingkup

¢ dan akuntabel merupakan harapan
engembangan dan penerapan sistem
gitimate schingga penyelenggaraan

| berdaya guna, berhasil guna, bersih
1
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dan bertanggungjawab serta bebas

pelaksanaan Undang-undang Non

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
em Akuntabilitas Ki

No. 29 Tahun 2014 tentang Sist
Berdasarkan penjelasan di atas Iy
menyusun Laporan Akuntabilitas ]
Inspektorat Daerah Kota Tanjungp
akuntabilitas penyelenggaraan keg

realisasi pencapaian indikator kine

1.2  Gambaran Umum

Peran Aparat Pengawag
dibutuhkan dalam perubahan |
Reformasi Birokrasi dapat dim
Indonesia dalam menyongso
penyalahgunaan kewenangan py
negara yang mampu memberikd
jika gagal, maka Reformasi B
birokrasi dalam menghadapi kot
ke-21, antipati, trauma, berkuraj
dan ancaman kegagalan penca
bahkan menghambat keberhasils

Dalam Grand Design Refq
penguatan peran pengawasan, ¢
penyelenggaraan pemerintahan
Nepotisme. Dengan area pery
perspektif yang diharapkan
Pemerintah. Parameter dari adar

sebagai berikut:

nor 28 Tahun 1999

1spektorat Daerah K

Kinerja Instansi Pem

latan yang dicermink

paradigma dan tat
aknai sebagai seby

ng tantangan ab

irokrasi hanya aka
mpleksitas yang be
ngnya kepercayaar

dari korupsi, kolusi

inang Tahun 2021 y

an Internal Pem

blik akan berkuran

n mutu pelayanan

paian pemerintaha
in pembangunan na
yrmasi Birokrasi sa
lengan hasil yang
yang bersih dan
ibahan pada pen;
adalah adanya
1ya peningkatan pd

flan nepotisme (KKN). Sejalan dengan

tentang Penyelenggaran negara yang
maka di terbitkan Peraturan Presiden
nerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
ota Tanjungpinang diwajibkan untuk

erintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP

png dimaksudkan sebagai perwujudan

an dari pencapaian kinerja, visi, misi,

rja utama dan sasara dengan target yang telah ditetapkan.

erintah  (APIP) saat ini sangat
p kelola pemerintahan Indonesia.
ah pertarungan besar bagi bangsa
ad ke-21. Jika berhasil maka
g bahkan menghilang, menjadikan
yang terbaik kepada publik. Tetapi
n menimbulkan ketidakmampuan
rgerak secara eksponensial di abad
masyarakat terhadap pemerintah,
n yang baik (good governance),
sional.

Jah satu area perubahannya adalah
ingin dicapai yaitu meningkatnya
bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
ruatan peran pengawasan maka
intern

pcningkatan  pengawasan

ngawasan intern dimaksud adalah




I Terselenggaranya SPIP yang berkesinambungan;

Meningkatnya kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
Terselenggaranya kegiatan assurance dan consulting oleh APIP;
Efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan APJP;

Terlaksananya program anti korupsi;
Terciptanya mekanisme whistleblower;

Pengadaan barang/jasa melalui mekanisme e-procurement;

P N s W

Meningkatkan/mempertahankan opini Wajar | Tanpa Pengeculian dari BPK, RI
dan tindak lanjut hasil temuan BPK.
Untuk mewujudkan Grand Design Reformasi| Birokrasi dengan penguatan peran
pengawasan, dalam rangka untuk meningkatnya pényelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Inspektorat Daerah berupaya
meningkatkan pelayanan terhadap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota
Tanjungpinang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah dan Peraturan Walikota Tanjungpinang.
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1.3 Tugas dan Fungsi

]

Berdasarkan Peraturan ]_‘éaerah Kota Tanjung

tentang tentang Uraian ;Tugas Pokok, Fung

Inspektorat Kota Tanjunjgpinang mempunyai
|

terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan }

pinang Nomor 55 Tahun 2019

si Organisasi dan Tata Kerja

tugas melakukan pengawasan

[Jaerah.

Untuk melaksanakan tug%is sebagaimana dimaksud diatas Inspektorat Daerah

menyelenggarakan fungsi !
a. perencanaan program pgengawasan;

b.

A,

perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawas
C. |
d.
Uraian tugas dan fungsi mésing-masing jabatan

55 Tahun 2019 tentang U:jraian Tugas Pokok. F

pemeriksaan, pengusuthn, pengujian dan peni

Inspektorat Kota Tanjungpinang mempunyai

terhadap penyelenggaraan \irusan pemerintahan d

1. Inspektur 7
Inspektur mempunyai tugai; pokok membantu W
pengawasan dan pembinaan pelaksanaan

Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan tugds pokok sebagaiman

mempunyai tugas:

1) Merumuskan progralf;l kerja pengawas

aian tugas pengawasan; dan

pelaksanaan tugas lain fyang diberikan oleh pimpinan.

csuai Peraturan Walikota Nomor
ingsi Organisasi dan Tata Kerja
tugas melakukan pengawasan

acrah, sebagai berikut :

nlikota dalam menyelenggarakan

urusan dan penyelenggaraan
n dijelaskan di atas, Inspektur

an  dilingkungan  inspektorat

berdasarkan renstra inspektorat Kota Tanjungpinang sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

2) Mengoordinasikan peléksanaan tugas scsuai dengan program yang telah

ditetapkan kebijakan pimpihan agar target kerja te

3) Menyelenggarakan adtinistrasi umum dan

evaluasi, perencanaan dan ﬂelaporan;
4) Mengawasi dan meng
Birokrasi (PM- PRB) dan
{LAKIP);

5) Melakukan pembinaan
dilingkungan Inspektorat koita;

melalui rapat intern

6) Mengoordinasikan penyjusunan pedoman/stang

evaluasi Penilaian M

: Laporan Akuntabilit

rcapai sesuai rencana;

kepegawaian, keuangan dan

andiri Pelaksanaan Reformasi

bs Kinerja Instansi Pemerintah

bulanan dengan ASN dan P3K

ar di bidang pengawasan;




7) Melaksanakan koordinfhsi dengan organisasi
sesuai prosedur dan ketenl}iuan yang berlaku unty
inspektorat;
8) Melaksanakan penyusuinan RKA tahunan Insp
9) Melaksanakan Review iRencana Kerja anggar|
review laporan kinerja instiﬂmsi pemerintah;

10) Melaksanakan evaluasi%Sistem Pengendalian
1 1) Mengakomodir pengaiduan masyarakat d{
dengan tujuan tertentu;
12) Melaksanakan pendamé)ingan, asistensi dan f3
13) Merumuskan kebijakan%dan fasilitasi program

14) Melaksanakan tugas laifn yang diberikan oleh

2. Arsiparis i
Arsiparis mempunyai tug:i:s pokok melaksanak
dinamis, pengelolaan arsip istatis, pembinaan keas
arsip menjadi informasi.% Untuk melaksanak
dimaksud , Arsiparis menyélenggarakan tugas:

1) Menjaga terciptanya ars{ip dari kegiatan yang ¢
2) Menjaga ketersediaan zitrsip yang autentik dg
yang sah;
3) Menjaga terwujudnya éengelolaan arsip yang

|

sesuai dengan ketentuan pefaturan perundang-und
4) Menjaga keamanan daf;l keselamatan arsip
arsip-arsip  yang berkaita@n dengan hak-hak
pengelolaan dan pemanfaat{m arsip yang autentik
5) Menjaga keselamatan ;tset nasional dalam b
budaya, pertahanan serta kefhmanan sebagai identi
6) Menyediakan Informasii guna meningkatkan }
pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autenttk
3. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tuge?}s pokok menyiapkan|
dan memberikan pelayaniiin administratif dan
melaksa

lingkungan  Inspektorat. | Dalam

menyelenggarakan fungsi: :

i

hakan

perangkat daerah/unit kerja lain

k kelancaran pelaksanaan tugas

ektorat;

an, review laporan keuangan dan

ntern Pemerintah (SPIP);

in melaksanakan pemeriksaan

silitasi;

pengawasan; dan

pimpinan.

an kegiatan pengelolaan arsip
sipan pengolahan dan penyajian

ain  tugas pokok sebagaimana

lilakukan untuk pemerintah;

n terpercaya sebagai alat bukti

r handal dan pemanfaatan arsip
angan;

ang berfungsi untuk menjamin

kependataan rakyat melalui

dan terpercaya;

idang ekonomi, sosial, politik,
as dan jati diri bangsa,

ualitas pelayanan publik dalam

dan terpercaya.

bahan koordinasi pengawasan
fungsional kepada unsur di

tugasnya  sekretaris




1) Penyelenggaraan admiinistrasi umum dan

evaluasi, perencanaan dan |
2) Penyusunan rencana
menjabarkan rencana opg
sebagai pedoman pelaksanj
3) Pelaksanaan dalam m
tahunan Inspektorat;

4) Pembagian tugas kepad
tugas pokok dan fungsi;
5) Pelaksanaan  adminis
kerumahtanggaan, kehuma
prosedur dan ketentuan
pelaksanaan tugas;
6) Pembinaan melalui raps
Inspektorat Kota Tanjungpi
7) Pelaksanaan penyusuns
rangka pembinaan teknis fu
yang berlaku dalam rangka
8) Penyusunan perencana

kesekretariatan;

9) Pemverifikasian rancan

pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuai

pelaksanaan tugas;

10) Pengevaluasian pelaksanaan tugas di lingk

mengidentifikasi hambatan

mendatang,;

11) Pengoordinasian penyusunan laporan pelak

sekretariat sesuai dengan|
pertanggungjawaban dan ren
12) Pelaksanaan tugas lain v

Dalam melaksanakan

membawahi dua Sub Bagian

A. Sub Bagian Penyusunah Program, Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan

pokok melaksanakan sebagian tugas Sekre

pelaporan;

rasional Inspektorat
1an tugas;

embantu  penanggung
a sub bagian di lingk
trasi
san dan sarana prasa

ang berlaku dalam

t intern bulanan deng

nang;

ngsional auditor sesua

meningkatkan kinerja

operasional  dilin|

kepegawaian,

an bahan/data dan p

an, evaluasi, monitg

gan peraturan dan

yang ada dalam ran

prosedur dan pe

fugas dan fungsi,

yaitu;

gkungan

cana yang akan datan{

ang diberikan oleh pinf

Program, Evaluasi d4

kepegawaian, keuangan dan
sekretariat  dengan
berdasarkan SOP dan SOTK

jawab untuk menyusun RKA
ungan sekretariat sesuai dengan
keuangan,  ketatausahaan,

rana Inspektorat sesuai dengan

rangka menunjang kelancaran
an ASN dan P3K di lingkungan

enginventarisasian data dalam
dengan prosedur dan ketentuan
pengawasan;

ring dan pelaporan kegiatan

ketentuan lainnya di bidang
yang berlaku untuk kelancaran

ingan sckretariat dengan cara

pka perbaikan kinerja di masa

sanaan tugas di lingkungan
faturan yang berlaku untuk
p; dan '

pinan.

q

L<

ekretaris Inspektorat Daerah

dan Pelaporan.
n Pelaporan mempunyai tugas

tariat di bidang Penyusunan

7




Program, Evaluasi dan|Pelaporan. Dalam me]aksanakan tugasnya Sub Bagian

Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

1) Perencanaan kegiatan

sub bagian penyusunan program, evaluasi dan

pelaporan dengan menjabdrkan rencana operasignal Sekretariatberdasarkan SOP

dan perda pembentukan OBD sebagai pedoman pglaksanaan tugas;

2) Pembagian tugas

kepada

di lingkungan sub bagian

penyusunanprogram, evalyasi dan pelaporan sgsuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing untuk kelanjcaran pelaksanaan tugas;

3) Pelaksanaan bimbingan terhadap tugas bawphan di lingkungan sub bagian

penyusunan program, evaluasi dan pelaporan setjap saat sesuai dengan tugas dan

fungsi yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkpngan Sub bagian penyusunan

program, evaluasi dan pelaporan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

5) Penyusunan laporan hasil pengawasan sesuai

yangberlaku sebagai bahan pertanggungjawaban p

6) Pelaksanaan penyiapan

pengadministrasian pengadiian masyarakat sesuaj

yang berlaku sebagai bahan
7) Penyusunan bahan eva

pelaporan program kerja In

dengan penunjangnya sesuai dengan prosedur da

menunjang kelancaran pelal
8) Pengevaluasian pelaksad
evaluasi dan pelaporan den
rangka perbaikan kinerja di
9) Pelaksanaan kegiatan tiy
10) Penyusunan laporan pel
evaluasi dan pelaporan sesu
pertanggung jawaban dan re
1) Pelaksanaan tugas lain y
B. Sub Bagian Umum, Ke

Sub Bagian Umum, Ke
melaksanakan sebagian tu

keuangan.

bahan penyusunan

spektorat serta data st

Ksanaan tugas,

masa mendatang;

1dak lanjut hasil peme

ai dengan prosedur d4

pegawaian dan Keual

gas Sekretariat di big

pegawaian dan Keujﬂngan

dengan prosedur dan ketentuan
elaksanaan pengawasan;
dan koordinasi dalam rangka

dengan prosedur dan ketentuan

evaluasi pelaksanaan pengawasan;
uasi laporan hasil pehgawasan , bahan evaluasi dan
ptistik hasil pengawasan beserta

h ketentuan yang berlaku untuk

naan tugas di lingkyngan sub bagian perencanaan,

gan cara mengidentifjkasi hambatan yang ada dalam

1ksaan;

nksanaan tugas di lingkungan sub bagian perencanaan,

n peraturan yang berlaku untuk

ncana yang akan datamng; dan

ang diberikan oleh pimpinan

gan mempunyai tugas pokok

ang umum, kepegawaian dan



Dalam melaksana.kani; tugasnya Sub Bagign Umum, Kepegawaian dan
Keuangan menyclengg;iarakan fungsi:
1) Perencanaan k%giatan operasional syb bagian umum, kepegawaian
dan keuangan sesuai ldetentuan yang berlaky sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
2) Permbagian tugé;s kepada bawahan spsuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing untuk ]&e]ancaran pelaksanaar tugas;
3) Petunjuk pelakésanaan tugas kepada [bawahan sesuai peraturan dan
prosedur yang berlaku fgar tidak terjadi kesalghan dalam pelaksanaan tugas;
4) Pemeriksaan hjasil kerja serta menpevaluasi kinerja bawahan di
lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaiah dan Keuangan sesuai dengan
prosedur dan peraturan jyang berlaku agar terljindar dari kesalahan;
5) Pengelolaan d#n penataan administrasi umum yang meliputi
pengelolaan naskah dinias danpenataan kearsipan dinas berdasarkan prosedur
yang ada untuk kelancafran kegiatan;
6) Pelaksanaan dam pengelolaan urusany kerumahtanggaan dalam hal
rapat dinas dan protokjolcr sesuai prosedur [untuk kelancaran pelaksanaan
kegiatan;
7) Pelaksanaan urdjsan kepegawaian sesyai dengan peraturan yang telah
ditetapkan untuk keIana?aran pelaksanaan tugak;
8) Pengelolaan da;n penataan barang [nventaris kantor berdasarkan
prosedur yang ada unruk kelancaran kegiatan;
9) Perencanaan dan penyusunan anggaran kas menurut program
kegiatan yang telah ditétapkan sesuai dengan fencana kerja anggaran sebagai
dasar dalam pengclolaani: administrasi kevangdn;
10)  Pelaksanaan perigawasan dan evaluasi|dalam pengelolaan administrasi
keuangan;
11) Memveriﬁkasiaf# SPJ fungsional administrasi, SPJ pengeluaran,
laporan keuangan dan régister SPP, SPM;
12)  Pembuatan laporian pertanggungjawaban keuangan secara akuntabilitas
13)  teknis mcngenaii tugas sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan
sesuai dengan peraruran%yang berlaku untuk kglancaran pelaksanaan tugas;
14)  Penyusunan Iapbran pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian
umum, kepegawaiandaﬁ keuangan sesuai dangan prosedur dan peraturan

yang berlaku untuk peﬂ%nggungjawaban dan rpncana yang akan datang;




15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

15

sebagian tugas Inspekt
Bidang I menyelenggarakan fungsi:

1

2)

3)

4

5)

6)

7)

8)

9)

Inspektur Pembantu
Inspektur Pembantu

Bidang I

Bidang 1 mempunysa

pimpinan.

i tugas pokok melaksanakan
ur. Dalam melaksanakin tugasnya Inspektur Pembantu

Perencanaan dalam penyusunan pragram kerja pengawasan di
|

lingkungan | inspektorat berdasarkan rengtra Inspektorat Daerah sebagai

pedoman pelaksanaan tugas bidang I;
Pengkoo‘:dinasian
yang tel?ah ditetapkan kebijakan pimpi
sesuai rencana;
Pengawasan dan | pengevaluasian Pe
Reformasi Birokrdsi(PM- PRB) dan
‘ (LAKIP);

membantu penangg

|
Instansi Pemerintah
|
Pelaksanaan| dalam

pedomany standar dibidang pengawasan;

pelaksanaan tugas bidang I sesuai dengan program

an agar target kerja tercapai

ilaian Mandiri Pelaksanaan

aporan Akuntabilitas Kinerja

ing jawab untuk penyusunan

Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja

lain sesuai prosedur dan ketentuan yai

pelaksan:#an tugas inspektorat;

ng berlaku untuk kelancaran

Pelaksanaan review, monitoring dan evaluasi;

Pendampingan , asistensi dan fasilitas;
Pelaksanaan | dalam
kebijakan danfasilit

membantu penan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan ole

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang I

1)
2)

3)

4)

g jawab dalam perumusan

si program pengawasan; dan

pimpinan

Pelaksanaan kegiatan perencanaan program kerja pengawasan;

pemerintahan daerah;

|
Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan
|

berlaku dalam rangka meningkatkan

urusan pemerintahan daerah;

Pelaksalnaan pengawasan  terhadap

pemeriﬁtahan daerah sesuai dengan
berlaku? dalam gka meningkatkan

‘Tlan program pengawasan di

ketentuan yang berlaku dalam
penyelenggaraan  urusan
prosedur dan ketentuan yang

akuntabilitas penyelenggaraan

penyelenggaraan  urusan
prosedur dan ketentuan yang

akuntabilitas penyelenggaraan




5)

6)

7)
8)
9)

10)

)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

)

urusan pemerintahan daerah;
Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan,
pengawasan sesuai dengan prosedur

dalam rangka perbaikan kinerja pengaw

Pengawasan dan

Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan L3
Instansu Pemerintah (LAKIP);

Pelaksanaan rev

Pendampingan,

Penyusunan laporan pelaksanaan tu

Pembantu sesua

pertanggungjawg

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan

Inspektur Pembantu Bidang I1

Inspektur  Pem

melaksanakan sebagian tugas Insp

tugasnya Inspek

asistensi dan fasilitasi;

pengujian dan penilaian tugas
dan ketentuan yang beriaku

asan;

pengevaluasian Penildian Mandiri Pelaksanaan

poran Akuntabilitas Kinerja

ew, monitoring dan evaluasi;

dengan prosedur dan

ban dan rencana yang

bantu Bidang I

ektur.

gas di lingkungan Inspektur

peraturan yang berlaku untuk

akan datang; dan

bleh pimpinan.

mempunyai tugas pokok

Dalam melaksanakan

Pembantu Bidang II menyelenggarakan fungsi:

Perencanaan dalam penyusunan program kerja pengawasan di

lingkungan
sebagai pedomar
Pengkoordinasial
program yang t
tercapai sesuai re

inspektorat berdasarkan

pelaksanaan tugas bi

n pelaksanaan tuga

ncana;

Pengawasan dan pengevaluasian P

Reformasi Birok
Instansi Pemerin

Pelaksanaan dala

pedoman/ standar dibidang pengawasan;

Pelaksanaan ko

kerja | lain

kelancaran pelak|

Pelaksanaan revi

Pendampingan, 4
Pelaksanaan dalam membantu penang

kebijakan danfajllitasi program pengaw

Pelaksanaan tug

sesuai prosedurdan ket

ah (LAKIP);

ordinasi dengan orga

sanaan tugas Inspektos

sistensi dan fasilitasi;

s lain yang diberikan ¢

renstra  Inspektorat Daerah
ang II;

bidang [I sesuai dengan

clah ditetapkan kebijakan pimpinan agar target kerja

ilaian Mandiri Pelaksanaan

rasi (PM-PRB) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja

im membantu penanggung jawab untuk penyusunan

inisasi perangkat daerah/unit
entuan  yang berlaku untuk

at;

ew, monitoring dan evaluasi;

pung jawab dalam perumusan
vasan; dan

»leh pimpinan




Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektur Pembantu Bidang II

membawabhi JabatanFungsional Bidang II, de
1) Pelaksanaan kegiatan perencanaan pr
2) Pelaksanaan penyusunan dan pengy

3)

4)

5)

6)

7
8)
9)

10)

1)

2)

wilayahnya sesuaidengan prosedur da
rangka = meningkatkan akuntabili

pemerintahan daerah;

ngan menyelenggarakan fungsi:
pgram kerja pengawasan;

sulan program pengawasan di
n ketentuan yang berlaku dalam

as penyelenggaraan urusan

Pelaksanaan pengawasan sesuai dengrn prosedur dan ketentuan yang

berlaku dalam
urusan pemerintahan daerah;
Pelaksanaan |pengawasan terhad
pemerintahan daerah sesuai dengan
berlaku dalam
urusan Pemerintahan Daerah;

Pelaksanaan pemeriksaan, pengusuta

rangka meningkatkan|

rangka meningkatkan

akuntabilitas penyelenggaraan

up  penyelenggaraan  urusan
prosedur dan ketentuan yang

akuntabilitas penyelenggaraan

N, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam

rangka perbaikan

kinerja pengawasan:

Pengawasan dan pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan
Instansi Pemerintah (LAKIP);

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan review, monitoring dan eyaluasi;

Pendampingan, |asistensi dan fasilitasi

Penyusunan laporan pelaksanaan tygas di lingkungan inspektur

pembantu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk

pertanggungja
Pelaksanaan tu

Inspektur Pembantu Bidang ITI
Inspektur  Pembantu Bidang Il
melaksanakan |sebagian tugas Ins
tugasnya Inspektur Pembantu Bidang

Perencanaan dalam penyusunan p

lingkungan inspektorat berdasarkan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas b

ban dan rencana yang akan datang; dan

as lain yang diberikan|oleh pimpinan.

mempunyai  tugas pokok
pektur. Dalam  melaksanakan
IT menyelenggarakan fungsi:

ﬂogram kerja pengawasan di
renstra  Inspektorat Daerah

idang TIT;

Pengkoordinasidn pelaksanaan tugas bidang III sesuai dengan

program yang telahditetapkan kebija.Lan pimpinan agar target kerja

tercapai sesuai rencana;




3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Dalam

\
membawahi JabatanFut

fungsi:
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7
8)
9)

pengevaluasian P
Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan
Instansi Pemerintah (LAKIP);

Pelaksanaan dal

Pengawasan d

pedoman/ standar dibidang pengawasan;

Pelaksanaan koordinasi dengan organi
lain sesuai pros
pelaksanaan tugas Inspektorat;
Pelaksanaan rev

Pendampingan,

Pelaksanaan da

kebijakan danfasilitasi program penga

Pelaksanaan tu
melaksanakan fti

lain yang diberikan

Pelaksanaan keg

Pelaksanaan penyusunan dan pengu

wilayahnya sesu

rangka meni

Pelaksanaan pengawasan sesuai dengg

berlaku dalam rangka meningkatkan
urusan pemerintahan daerah;
Pelaksanaan  pengawasan
pemerintahan daerah sesuai dengan

berlaku dalam rangka meningkatkan

penyelenggaraan urusan pemerintahan

Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan

pengawasan
dalam rangka perbaikan kinerja penga

Pengawasan dan pengevaluasian P)

Reformasi Birokrasi (PM-PRB) dan
Instansi Pemerintah (LAKIP);

Pelaksanaan review, monitoring dan e
Pendampingan, asistensi dan fasilitasi

Penyusunan la

membantu penang

iew, monitoring dan ey
asistensi dan fasilitasi;

am membantu penang

ngsional Bidang I11 , d

jiatan perencanaan pro

terhadap

uai dengan prosedu

enilaian Mandiri Pelaksanaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja

gung jawab untuk penyusunan

sasi perangkat daerah/unit kerja

edur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran

aluasi;

sgung jawab dalam perumusan
wasan; dan

oleh pimpinan

ngas dan fungsi, Inspektur Pembantu Bidang III

engan menyelenggarakan

gram kerja pengawasan;

sulan program pengawasan di

aidengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam
katkan  akuntabilit:

as  penyelenggaraan  urusan
in prosedur dan ketentuan yang

akuntabilitas penyelenggaraan

penyelenggaraan  urusan
prosedur dan ketentuan yang
pkuntabilitas

daerah;

, pengujian dan penilaian tugas
dan ketentuan yang beriaku
asan,

enilaian Mandiri Pelaksanaan

Laporan Akuntabilitas Kinerja

valuasi;

poran pelaksanaan tpgas di lingkungan inspektur




10)

D)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

pertanggungjawaban dan rencana yan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan

pembantu sesual dengan prosedur dAJ

peraturan yang berlaku untuk
akan datang; dan

oleh pimpinan.

Inspek(tur Pembantu Bidang Investigasi dan Tugas Khusus

Inspektur  Pembantu Bidang

Invastigasi

dan Tugas Khusus

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur.

Pembantu Bidang Investigasi dan T

fungsh:

Perencanaan d

Untuk melaksanakan tugas pokok scjrgaimana dimaksud, Inspektur

as Khusus menyelenggarakan

alam penyusunan pfogram kerja pengawasan di

lingk{mgan Ingpektorat Daerah berdasarkan renstra Inspektorat

Daeréh sebagai
Pengkoordinasi
\

dengan progranm

|
kerja tercapai sesuai rencana;
|

Pengawasan d
Reformasi Bir

integritas, pen

penanganan perigaduan masyarakat;

Pelaksanaan

pedoman/standar dibidang pengawas

Pelaksanaan koordinasi dengan organ

lain sesuai pro

pelakisanaan tugas Inspektorat Daerah

Pengakomodiran pengaduan masyaj

tujuan tertentu;
Tindak lanjut p

dalam penanganan laporan/pengadua

korupsi dan Opi
Pelal;(sanaan pe
inteéitas, pena
aksi pencegaha
Pend:ampingan,
Pelaksanaan d

n korupsi;

allam membantu pena

pedoman pelaksanaan

an pelaksanaan tugas

yang telah ditetapkan

tugas bidangTugas Khusus;
bidang Tugas Khusus sesuai

kebijakan pimpinan agar target

an pengevaluasian Penilaian Mandiri Pelaksanaan
asi (PM-PRB) terdiri dari penilaian internal zona

ganan laporan pengaduan (whistleblower system) dan

am membantu penaIgungjawab untuk penyusunan

edur dan ketentuan

erjanjian kerjasama A

erasional Sapu Bersih

asistensi, dan fasilitag

sasi perangkat daerah/unit kerja

yang berlaku untuk kelancaran
rakat dan pemeriksaan dengan
PIP dan Aparat Penegak Hukum

n masyarakat yang berindikasi

Pungutan Liar;

negakan integritas yang terdiri dari Survei penilaian

inganan laporan gratifikasi, monitoring, dan evaluasi

1

hggungjawab dalam perumusan

kebijakan dan fasilitasi program penTwasan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberika

oleh pimpinan.




3)

4)

5)

6)

7

8)

9

Dalam melaksanakan tugas dan fung
Investigasi dan Tugas

Khusus membawahi Jabatan Fung

Kelompok Jabatan Fungsional Bid:

tugas pokok
bidang tugas
dimaksud Kel

wilayahnya sesua
rangka | mening
pemerintahan dae
p

pcmeﬁnMan dae

Pelaksanaan

dalam rangka meningkatkan akuntabjl

pemerintahan daer|

Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan,

pengawasan sesua

rangka perbaikan Kinerja pengawasan;

Pengawasan dan

Reformasi Birokrasi (PM-PRB) anaan R

terdiri dari  penilaian internal zona i

pengaduan | (whis

masyarakat;

mpok Jabatan Fungs
perencanaan pro
sunan dan pengus

dengan prosedur dan

atkan  akuntabilitak

gawasan terhadag

ah;

dengan prosedur dar

pengevaluasian Pen

le blower system)

51, Inspektur Pembantu Bidang

isional Bidang Tugas Khusus.

aing Tugas Khusus mempunyai

elaksanakan sebagian tugas Inspektur pembantu

usus. Untuk melaksahakan tugas pokok sebagaimana

ional Bidang Tugas Khusus

kerja pengawasan;

lan program pengawasan di
ketentuan yang berlaku dalam

penyelenggaraan  urusan

penyelenggaraan  urusan

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

itas penyelenggaraan urusan

pengujian dan penilaian tugas

ketentuan yang berlaku dalam

ilaian Mandiri Pelaksanaan
eformasi Birokrasi (PM-PRB)

ntegritas, penanganan laporan

dan penanganan pengaduan

Pelaksanaan dalam membantu penanggung jawab untuk penyusunan

pedoman/ standar di bidang pengawasan;

Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja

lain sesuai |prosed

pelaksanaan tugas

Pengakomodiran pengaduan masyarakat

tertentu;

Tindak lanjut perj

dalam penanganan

korupsi dan Operajonal Sapu BersihPung

10) Pelaksanaan pene

integritas, penanganan laporan gratifikasi|

ur dan ketentuan yd

nspektorat Daerah;

anjian kerjasama APIP

laporan/pengaduan

akan integritas yang

ng berlaku untuk kelancaran

dan pemeriksaan dengan tujuan

dan Aparat Penegak Hukum

masyarakat yang berindikasi

utan Liar;
terdiri dari Survey penilaian

monitoring dan evaluasi aksi



pencegahan korupsi

11) Pendampingan, asi
12)

51,

stensi dan fasilitasi;

13)

TATA KERJA
1) Inspektorat Daerah Kota dipimpi
melaksanakan tugasnya bertanggungja
Sekretaris Daerah.
2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris,
berada di bawahdan bertanggungjawab
3) Sub Bagian dipinipin oleh Kepala Sub
tugasnya beradadi bawah dan bertanggu
4) Inspektur Pembantu dipimpin oleh
masing-masing, d3lam menjalankan tug
bertanggungjawab |kepada Inspektur.
5)
bawah dan bertang
6) Jabatan Fungsion
bawah dan bertanggung jawab kepada In
7) Jabatan Fungsional Arsiparis dalam mg

8)

Penyusunan
pembantu sesuai
pertanggungjawab

Pelaksanaan tugas

laporan pelaksanaan tugas di
dengan prosedur dan
an dan rencana yang al

lain yang diberikan ol

lingkungan inspektur
peraturan yang berlaku untuk
kan datang; dan

eh pimpinan,

n oleh Inspektur, dalam

wab kepada Walikota melalui

Halam menjalankan tugasnya
kepada Inspektur.
Bagian, dalam melaksanakan

ngjawab kepada Sekretaris.

Inspektur Pembantu Bidang

asnya berada di bawah dan

Jabatan Fungsional Auditor dalam mepjalankan tugasnya berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada In

gung jawab kepada Inppektur Pembantu,

| PPUPD dalam mepjalankan tugasnya berada di

spektur Pembantu,

njalankan tugasnya berada di

spektur.

Setiap unsur pimpinan bertanggungjgwab melakukan pembinaan,

pendayagunaan d

perlengkapan, organisasi
masing-masing ser
dan menjamin K
penyelenggaraan w
yang diberikan ke

yang baik dalam myq

n pengawasan

dan tata

elancaran,

terhadap  pegawai,
la}
ta senantiasa berusal
keberhas

yewenang, tugas, kew

keuangan,
ksana di lingkungan kerjanya
a meningkatkan prestasi kerja
tertib

lan, kebersihan dan

ajiban dan bertanggungjawab

padanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan

emberikan pelayanan kepada masyarakat.




1.4 Isu Strategis
Isu strategis merup
maupun menjadi p
perlu ditangani da
berikut:

Belum optimainy4
Perangkat Daerah (
Belum optimalnya
(SPIP) di jajaran Ol
Belum optimalnya
Pemerintah (SAKIH
Perlunya peningka
Masyarakat terhada

1.5 Landasan Huk

Laporan Kinerja In
Tanjungpinang ini ¢
berikut:
Undang-Undang N
NegaraYang Bersih,
Undang-Undang Ng
Undang-Undang N¢
antara Pemerintah B
Peraturan Pemerint;
Urusan Pemerintahs
Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden

Kinerja Instansi Pen

Peraturan Menteri

Birokrasi Republik

Teknis Perjanjian K
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah }

Rencana Pembang

Tanjungpinang Tah

eluang suatu daerah d

OPD);

PD;

1) di jajaran OPD Pem

p proses pembanguna

um

Nomor 28 Tahun

akan suatu kondisi y.

am pelaksanaan Ren

tindak lanjut hasil

penerapan Sistem H

Implementasi Sistem

tan pelayanan Insp

stansi Pemerintah (1.4

fisusun berdasarkan bg

1

, Bebas Korupsi, Koly
ymor 23 Tahun 2014 tq

vmor 33 Tahun 2004

in antara Pemerintah,

Kabupaten/Kota,

nerintah (SAKIP};
Pendayagunaan Ap

Kota Tanjungpinang

un 2018 - 2023.

usat dan Pemerintah [
ah Republik Indonesial

Nomor 29 Tahun 201

Indonesia Nomor 53

Linerja, Pelaporan Kin

unan Jangka Mener

ang berpotensi menjadi masalah

jmasa datang. Isu strategis yang

stra Inspektorat Daerah sebagai

pemeriksaan oleh Organisasi

engendalian Intern Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi
erintah Kota Tanjungpinang
ektorat Kota atas Pengaduan

.

AKIP) Inspektorat Daerah Kota

berapa landasan hukum sebagai

099 tentang Penyelenggaraan
si dan Nepotisme;

ntang Pemerintahan Daerah,
lentang Perimbangan Keuangan
baerah;

Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pemerintah Daerah Provinsi dan
4 tentang Sistem Akuntabilitas
rratur Negara dan Reformasi
Tahun 2014 tentang Petunjuk

erja dan Tata Cara Reviu Atas

Nomor 1 Tahun 2019 tentang
gah Daerah (RPJMD) Kota




1.6 Sistematika

Penyusunan [

Inspektorat Da

BABI PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas

dihadapi SKPII

BABII PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebel

BABIII AKUNTABIL

TAS KINERJA

Meliputi Capajan IKU, Pengukuran

Kinerja serta A

BABIV PENUTUP

kuntabilitas Keuangat

aporan Akuntabilitag Kinerja Instansi Pemerintah

erah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 adalah :

idan Fungsi, Isu Strategis yang

D, Dasar Hukum dan S)stematika.

nm dan setelah reviu.

Evaluasi dan Analisis Capaian




Pada penyusunan Laporan
pada Peraturan MenT

Republik Indonesia Nomor 53 1
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

2.1. Perencanaan STategis Sebelum Reviu

2.1.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota

melalui
isi dan M

potensi sumber daya alam yang

dokumen yang disus

penjabaran dari pada

Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang.

Renstra Inspe

mewujudkan visi dan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) |

2023.
Penyusunan Renstra Inspe
simultan dengan proses penyus

dengan melibatkan stqkeholders

Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, s

Kota Tanjungpinang di:erupakan
Kota Tanjungpinang

PERENCANAAN KIN

eri Penddyagunaan Aparatur

rat Daerah Kota Tanjungp

stakeholder.

BAB 11

dimiliki oleh Daerah

a Daerah sebagaimar

>ktorat Daerah telah
unan RPJMD Kota

pada saat dilaksanal

hasil kesepakatan b

Selanjutnya, Renstra Ins

dijabarkan kedalam Rencana Ketja (Renja) Inspektor;

merupakan dokumen perencan

Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dimuat prog

ektorat daerah KQI

SKPD untuk perio

ERJA

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu
Negara dan Reformasi Birokrasi
[ahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tanjungpinang adalah merupakan
proses sistimatis ddn berkelanjutan serta merupakan

isi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan

yang bersangkutan, dalam hal ini

inang tersebut ditujukan untuk
a telah ditetapkan dalam Rencana

Cota Tanjungpinang Tahun 2018-

melalui tahapan - tahapan yang
Tanjungpinang Tahun 2018-2023
kannya Musyawarah Perencanaan
chingga Rensta Inspektorat Daerah

ersama antara Inspektorat Daerah

Tanjungpinang tersebut akan
darah Kota Tanjungpinang yang
e 1 (satu) tahun. Didalam Renja

ram dan kegiatan prioritas yang

diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi
Visi

Inspektorat adalah visi pembangunan dalam RP

adalah gambaran kondisi

ideal yang diinginkan pada masa mendatang, Visi

JMD Tahun 2018-2023 yang

24



merupakan visi Walikota dan| Wakil Walikota ya

pemilihan Kepala Daerah. Visi

tersebut adalah se

“Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Be

ng disampaikan pada saat proses
pagai berikut:

tbudaya dan Sejahtera dalam

Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”

2. Misi

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi

tersebu

pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manu

berwawasan kebangsaan dan berdaya saing glo

, dirumuskan 5 (lima) Misi

sla yang agamis, berkarakter,
bal.

2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif,

dan usaha masyarakat.
3. Mengembangkan dan meles

menciptakan kehidupan

tarikan khasanah b

masyarakat yang

hdaya lokal dan nusantara untuk

harmonis, bertoleransi dan

kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang p

rofesional, berwibawa, amanah,

transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten.

5. Melanjutkan pemerataan

investasi dan usaha yang kandusif berwawasan

pembangunan infrastrukturdan penciptaan iklim

lingkungan.

Dari lima misi Walikota telph dijabarkan tujugn dan sasaran pada dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah| (RPIMD) Kota Tanjungpinang

Tahun 2018-2023. Adapun misi RPIMD yang terkait dengan tugas dan fungsi

[nspektorat yaitu misi ke-4 yaitu: Mewujudkan

profesional,

aparaturyang berintegritas dan kompeten, dengan

birokrasi dalam perbaikan

berwibawa, amanah,

kualitas

transpara

pelayangn publik dan

ata kelola pemerintahan yang
didukung

tujuan Meningkatkan reformasi

n  dan akuntabel

tata kelola

pemerintahandan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

dan Meningkatnya kualitas pengawasan dan akuntabilitas keuangan dan aset

daerah.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi serta didasarkan pada isu-isu|dan analisa strategis.
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Sasaran adalah hasil yang akan
rumusan yang lebih spesifik, teru

Sasaran diupayakan untuk dapat

berkesinambungan sejalan dengar

dicapai secara nyatd

dicapai dalam kurun
tujuan yang telah di

untuk mencapai Visi dan Misi Kota Tanjungpinang T

sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan,

ditetapkan tujuan, sasaran berikut indicator dan

Tanjungpinang sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan

|

IPspektorat Daerah Kota Ta

Tabel 2.1

oleh Istansi Pemerintah dalam

kur, dalam kurun wakitu yang lebih pendek dari tujuan.

waktu tertentu / tahunan secara
etapkan. Sasaran yang ditetapkan
un 2018-2023 sebanyak 2 (dua)

tuk keberhasilan tersebut perlu
rget Inspektorat Daerah Kota

njungpinang

Trget Kinerja

|
NO|  TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA ;’;;‘G":zzz'o“""::’"'l‘ “;’::A“ZU;;J
(1) 2) (3) ) (5) (6) (U) (8) )
Nilai Evaluasi Sistem MTmlabilims BB BB BB BB A
SAKIP) 77,6 |77,7 778 |779 [80
Persentase ASN Wajib Ldpor yang
menyampaikan Laporan Ke KIPK 95 9% 97 08 100
M;_:nmglff;tkan Meningkatnya [ Persentase ASN  Wajib Ldpor yang 95 9% 97 98 100
rgo:nasfl dal Akuntabilitas Kinerja | menyampaikan LHKASN Kg Menpan
birokrasi - dalam | poerintah Dacrah RB
perbaikan
kualitas Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut
pelayanan publik Hasil Pemeriksaan
dan tata kelola -~ BPK L o S 249 L]
Pemerintahan di - Inspektorat 90 91 92 93 04
lingkungan
Pemerintah Kota Level Kapabilitas APIP '3""”" g‘"" ;’*“"' ;“"' ;“’"
Tanjungpinang  [Meningkatnya Kualitas —
pengawasan dun | Coiod EVK. tas Lapors |[Keusngss |yre |wre |wre |wre [wie
msglgattsmh Scpangan Level | Level | Level |Level |Level
ILevel Maturitas SPIP 3 3 3 3 3
32 33 33 34 3,5

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk

IKU)
memperkuat akun

|
pemerintahan yang baik | di Indonesia diterbi

Pendayagunaan Aparatur Negar

a Nomor: PER/09

Umum Penetapan Indikftor Kinerja Utama di Lingkun

Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari

instansi pemerintah.

Adapun peneta;

Tanjungpinang tahun 2020 adalah

an Indikator

Kinerja
sebagai berikut:

Utama

abilitas dalam penerapan tata
ya Peraturan Menteri Negara
.PAN/5/2007 tentang Pedoman
an Instansi Pemerintah, Indikator
atu tujuan dan sasaran strategis

Inspektorat Daerah Kota
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Tabel 2.2

Indikator Kinerja Uta:ra ‘
Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021
PENJELASAN
SASARAN INDIKATOR |SATU
NO I FORMULASI/
STRATEGIS KINERJA AN ALASAN RUMUS Smfll
PERITUNGAN
| | Meningkatnya . A Mengukur Kinerja
Akuntabilitas Kinerja g‘ii‘l:‘j Evaiwes Inspektorat untuk BB
Pemerintah Daerah ls Tabilila.s Nilai | meningkatkan Bobot Nilai (Sangat
SAKIP) Impementasi|SAKIP Baik)
( Perangkat Dderah
Persentase
ASN Wajib
Lapor Telah Laporan
r}:g‘?&n ileka“ Mengukur Kinerja Jumlah
KPK Inspektorat Daerah untuk | Jumlah ASN ‘Wajib Lapor
Horse mengukur ASN Pemko yang melapor/ | Telah
. - Tanjungpinang untuk JumlahWajib Menyampia
ASN Waiib menyampaikgn LHKPN | Lapor kali 100 | kan LHKPN
Lapor T ch i dan LHKSN fepat waktu dan
Menyampaikan LHKASN
LHKASN ke
Menpan RB
Mengukur Kinerja
Pcastitase Inspektorat uhtuk | Laporan
' mendorong percepatan 3 Rekomendas
Penyelesaian : Rekomendasi s
Thndsk Lanls penyglesa:an TLHP guna yang ITll’}d&k )
i . meningkatkan keuangan e . .., | Lanjut Hasil
Hasil Persen ditindaklanjuti/ :
: Daerah yang fransparan Pemeriksaaa
Pemeriksaan Jumlah
dan Akuntab¢l dan o n (TLHP)
-BPK S kat D Rekomendasi BPK d
“Inspektorat Kinerja Perangkat . aerah kali 100 an
terhadap penyelesaian Inspektorat
urusan Pemetintahan.
Meningkatnya Mengukur Kinerja
Kualitas Pengawasan | Level Inspektorat Daerah untuk g:ﬁcggl;n
2 | dan Akuntabilitas Kapabilitas Level |meningkatkah Mutu = g’bmm
Keuangan dan Aset APIP Penerapan Tdta Kelola APlI)P
Daerah Pengawasan [ntern.
Opini BPK ; :
Atas Laporan Mengfxl\ur {peta Pemyataan
Inspektorat uptuk ; : Mempertaha
Keuangan Status aerinabail kesangis Hasil Reviu nkan WTP
Pemerintah berb & S Terhadap LKPD
Daerdh erbasis 1
Mengukur Kinerja
Pemenuhan
Level Inspektorat uptuk
Maturitas SPIP Lavel Meningkatki mutu ll”i:ar:);’tz;:nMam Level 3
Perangkat Daerah SPIP

2.1.3. Perjanjian Kinerja 2021

Perjanjian Kinerja sebz

sangat penting dilakukan oleh
merupakan wahana proses
diinginkan untuk dihasilkan. 1

1gai tekad dan janji
pimpinan instansi di

tentang memberikan

Perencanaan kinerja yang dilakul

perspektif

dari perencana kinerja tahunan

lingkungan Pemerintahan karena

mengenai apa yang

kan oleh instansi akan
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dapat berguna untuk menyy
yang terbatas. Dengan pd
mengarahkan dan mengelola
diharapkan tidak ada kegia
Kinerja Inspektorat daerah K
Renstra Inspektorat daeral
Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2021, dan dokumen
daerah Kota Tanjungpinang

uraian sebagai berikut:

sun prioritas kegiata
rencanaan kinerja t
program atau kegiata
an instansi yang tid

ota Tanjungpinang T
RKT) Tahun 2021,

Pelaksanaan Anggaral

elah menetapkan Perj

Perjanjian Kinerja

n yang dibiayai dari sumber dana
ersebut diharapkan fokus dalam
N instansi akan lebih baik, sehingga
ik terarah. Penyusunan Perjanjian

nhun 2021 mengacu pada dokumen

Kota Tanjungpinapg Tahun 2018-2023, dokumen

Tabel 2.3

Inspektorat DaerJh Kota Tanjungpinang Tahun 2021

dokumen Rencana Kerja (Renja)
n (DPA) Tahun 2021. Inspektorat
anjian Kinerja Tahun 2021 dengan

NO. | SASARAN STRATEGIS | IKU/INDIKATOR KINERJA SATUAN | TARGET
?él:f.]l( II1-3)valua51 Sistem Akuntabilitas Nilai BB 77,8
Persentase ASN Wajib Lapor Telah
Menyampaikan LHKPN ke KPK Persen 97%
. %;:Tgtl;al‘.t?ya Kineri Persentase ASIN Wajib Lapor Telah
ntabiiitas nena Menyampaikan [LHKASN Ke Menpan | Persen 97%
Pemerintah Daerah RB
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
- BPK Persen 91,5%
- INSPEKTORAT Persen 92%
Level Kapabilitgs APIP Level 3
Meningkatnya  Kualjtas
Pengawasan flan | Opini BPK Afas Laporan Keuangan
2 Akuntabilitas  Keuangan | pemerintah Daetah WTP WTP
dan Aset Daerah Tovel 3
Level Maturitas|SPIP Level 3 °3"°
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Rp. 91603.726.158,- APBD
Kota
Program Penyelenggaragn Rp. 729.221.000,- APBD

Pengawasan
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Program Perumusan Kebijakan, Rp. 814.710.950,- APBD
Pendampingan dan Asistensi
Jumlah Rp. 11.147.658.108,-
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AKUNTABILITAS KIN

Akuntabilitas kinerja adal
hukum atau pimpinan kolektif s

BAB III

ah kewajiban untuk

(ERJA

menjawab dari perorangan, badan

ecara transparan merjgenai keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan |misi orgTisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

pelaporan akuntabilitas/pemberi
pengemban amanah |masyarak
penyajian Laporan Akuntabilitas
dibuat sesuai ketentuan yang di
2014 tentang Sistem |Akuntabi

Kepala LAN Nomor 239/1X/618/2003

at melaksanakan ke
s Kinerja Inspektorat
manatkan dalam Pe

itas Kinerja Instansi

amanah. Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang selaku
wajiban berakuntabilitas melalui

Daerah Kota Tanjungpinang yang
aturan Presiden Nomor 29 Tahun
Pemerintah (SAKIP), Keputusan

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan | Reformasi

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tat

Instansi Pemerintah. Laporan ters

target masing-masing indikator s

Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020

Birokrasi Nomor

sebut memberikan gar

asaran srategis yang d

>3 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Cara Reviu atas Laporan Kinerja
nbaran penilaian tingkat pecapaian
itetapkan dalam dokumen Renstra

Sesuai dengan ketentuan tersebut,

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program

dan misi Kepala Daerah.

3.1.

Kerangka Pengukuran Kinerja

sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi

Pengukuran kinerja di

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran
mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksa

akan untuk menilgai
yEng telah ditetapkan dalam rangka

inakan sesuai dengan

keberhasilan dan kegagalan

Keputusan Kepala LAN Nomor

239/1X/618/2004 tentang Perchan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah; da

Negara dan Reformasi Birokras

Peraturan Menteri

si Nomor 53 Tahun

Negara Pendayagunaan Aparatur
2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara R¢viu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Capaian indikator k
atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan

berdasarkan pengukuran atas indi

nerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran

<Lapaian kinerja sasaran diperoleh

kator kinerja sasaran|strategis, cara penyimpulan hasil
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pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakykan dengan membuat capaian rata-
rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran indikator kingrja menggunakan penghitungan persentase pencapaian
rencana tingkat capaian (targef) dari masing-masig indikator kinerja sebagaimana
ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai|pada indikator dimaksud, maka

penghitungan persentase pencapaian rencana tingkpt capaian perlu memperhatikan

karakteristik komponen realisasi.| Dalam kondisi :

(1) Semakin Tinggi Realisasi Menunjukkan Pencappian Kinerja Yang Semakin Baik
Maka Digunakan Rumus:

Persentase pencapaian rencana  Realisas x 100%
tingkat capaian Rencang

(2) Semakin Tinggi Realisasi Menunjukkan Semakin Rendah Pencapaian Kinerja, Maka
Digunakan Rumus:

Persentase pencapaiar
rencana tingkat capaianl _Rencana - (Realisa$i - Rencana)
Rencana

x 100%

Predikat nilai capaian kingrjanya dikelompokan| dalam skala pengukuran ordinal

dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasj akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, sebagai berikut :

< 100% Tidak Tercapai
=100% Tercapai/ Sesuai Target
> 100% Melebihi Target

s

Dan predikét capai'an kinerjé untuk realisasi capgian kinerja yang tidak tercapai (<

100%) dengan pendekatan Permgndagri nomor 86 Tahyin 2017, sebagai berikut:

31



Inspekto
\

nterval

SR

SkaII Nilai Peringkat KilLerja

Tabel 3.1

at Daerah Kota Tanju
Tahun 2021

gpinang

2 76<90

3 66‘ <75

4 5165 Rndah

5 % 50 Sangil Rendah

Selanjutnya berdasarkan H

kinerja untuk memberikan info

tercapai atau tidak terca]‘:ainya kin
Dalam laporan iTi, Inspek

gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiat

indikator kinerja kegiatan, ‘dan pe
masing indikator kinerja sasaran
maupun Rencana Kerj 'I?ahun
digunakan untuk menilai keberhas
program, sasaran yan

| i
pemerintah. Pelaporan Kinerja ini

telah ditetapkan dalam me

lasil evaluasi kinerjd dilakukan analisis pencapaian
rmasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
erja yang diharapkan.
torat Daerah Kota

njungpinang dapat memberikan
dari masing-masing kelompok
nilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-
dokumen Renstra 2018-2023
2021. Sesuai ketentfan tersebut, pengukuran kinerja
jilan dan kegagalan pélaksanaan kegiatan sesuai dengan
judkan misi dan visi instansi

didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021.

Indikator kinerja Utama Inspekt
(out comes) dengan rin ianjsebag
» Sasaran | Meningl‘katnya A
3 (Tiga) Indikator:

- Nilai Evaluasi S_istq,m
- Persentase ASI\} Wajib L
Persentase ASN Wajib L

- Persentase Penyelesaian T

- BPK

- APIP

rat telah ditetapkan 2 (dua) sasaran Indikator Kinejar
i berikut:

tabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari

tabilitas (SAKIP)
por Telah Menyampajkan LHKPN ke KPK
por Telah Menyampajkan LHKASN Ke Menpan RB

indak Lanjut Hasil P@meriksaan

> Sasaran 2 Meningkatnya Kullitas Pengawasan dan| Akuntabilitas Keuangan dan Aset

Daerah yang terdir‘l dari 3 In
- Level Kapabilitfs APIP

ikator:
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3.2. Capaian Kinerja Tahun

akuntabilitas kinerja pemerinta
Indikator Kinerja Utamal (IKU)
pemerintah adalah menentukan
yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama te
hingga IKU adalah n1
s instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan

strategis instansi pemerintah, sel
suatu tujuan dan sasaran strateg
sebagai ukuran keberhasilan

pengukuran atas indikator kiner]

2021 menunjukan hasil sebagai b

Opini BPK Atas Lapora
Level Maturitas SPIP

Dalam rangka mengukut

Inspektor

2021

r dan peningkatan

n Keuangan Pemerintah Daerah

. Untuk itu pertama

apa yang menjadi kin

erikut:

Tabel. 3.2

Capaian Kinerja
rat Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2021

kKinerja serta lebih meningkatnya
h, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan

aLZali yang perlu dilakukan instansi
erja utama dari instansi pemerintah
rkandung dalam tujuan dan sasaran

erupakan ukuran keberhasilan dari

dari instansi pemefintah yang bersangkutan. Hasil

a utama Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang tahun

No.

Sasaran

Indikator Kinerja

|

Utama Satuan | Target

Realisasi

Capaian

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah

Nilai
Sistem
Akuntg
(SAKI]

Evaluasi
Nila BB
bilitas
P)

BB

100%

Persen
Wajib
menya

LHKPN ke KPK

Persentase ASN

Wajib

[ase ASN
Lappr telah Persen
mpaikan 97

Lapor telah

menya

LHKASN Ke

Menp.

paikan Perseh 97

RB

100%

100%

103,09%

103,09%

PersenJase

Penyel
Tindak

Hasil Pemeriksaan

- BPK

esaian
Lanjut

Persen 91,5

- Insp

94,12

102,86%

ektorat 92

80,82

87,85%
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Rata — rata capain sasaran 1 99,38%
2 Meningkatnya
Kualitas Level | Kapabilitas
Levgl | Level3 | Level 3 100%
Pengawasan APIP
dan
Auntabilitas Opini | BPK  atas
Lapom Keuangan | wTp WTP WTP 100%
Keuangan dan | | pemerintah Daerah
ageciDach Level Maturitas | [ cyel 3 3 100%
SPIP
Rata —rata capaian sasaran 2 100%
Rata — rata capaian tahun 2021 99,69%

Dari tabel di atas terliha
sebagai berikut :

Rata-rata capaian sasaran
tersebut didapatkan dari nilai pe
sudah mencapai 100%. Pada ma
Tanjungpinang sudah mencapai
masih belum mencapai  target

pemeriksaan oleh inspektorat seb!

Hal ini terjadi karena OPD belum optimal dalam m

Pada sasaran 2 semua indikator ki

3.3. Pengukuran Capain Kine

Dalam sub bab ini akan di u

bahwa tingkat penc

ncapaian sasaran | se

sing-masing indikator

rja Tahunan

iraikan capaian kinerj

sasaran yang sudah ditetapkan

Rencana Kerja 2021. Dengan rincian sasaran sebagai bd

alam dokumen Ren

target, namun terdaj

yaitu persentasi

nerja utama telah mer

tapaian sasaran Indikator Kinerja

indikator kinerja tahun 2021 adalah 99,69% angka

besar 99,38% dan sasaran 2 yang
kinerja utama di Inspektorat kota
pat indikator kinerja utama yang

enyelesaian tindak lanjut hasil

esar 80,82% dari target 92% realisasinya hanya 87,85%.

enindaklanjuti hasil rekomendasi.

\capai target.

2 inspektorat untuk masing masing
¢ana Strategi 2018-2023 maupun

rikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kirjerja Pemerintah Daerah

Tabel 3.3
Capaian Kinerja SasarnLn 1
Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2021
No. Indikator Kinerja Utama Satupn Target | Realisasi Capaian
I | Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Nilai BB 100%




( SAKIP )
2. | Persentase ASN Wajib Lapor telah 97 100% 103,09%
menyampaikan LHKPN k¢ KPK
Persentase ASN Wajib Lapor telah Persen 97 100% 103,09%
menyampaikan LHKASN ke Menpan
RB
3.
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan :
= BEK Persen 91,5 | 94,12 102,86%
- Inspektorat 92 80,82 87,85%
Rata + rata Capain Sasaran 1 99,38%

Dalam menguklir target
Inspektorat Kota Tanjungpinang
realisai kinerja. Indikator Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Kin
utama. Untuk sasaran | rata r
indikator kinerja sasaran :

. Nilai Evaluasi Sistem Akunt
BB yang telah di rencanakan

2. - Persentase ASN Wajib Laj
target 97% sehingéa telah me
- Persentase ASN Wajib Lap
terealisasi 100% dari target 9

3. - Persentase Penyelesaian
rekomendasi BPK| telah me
adalah 94,12% dari target 91,

1 yang digunakan un

ata capaian sebesar

schingga tercapai tar

5 % dengan capaian

- Persentase Penyelesaian Ti

dak Lanjut Hasil P

kinerja dari sasaran

dapat di lakukan dgngan membandingkan target dan

strategi yang di tetapkan oleh

thk mengukur tercapai nya sasaran

erja Pemerintah Daerah terdiri dari 3 indikator kinerja

99,38%. Berikut rincian capaian

abilitas (SAKIP) padltahun 202] adalah BB dari target

t 100%

por menyampaikan LHKPN ke KPK adalah 100% dari
lebihi capain yaitu 103,09 %.

or telah menyampaikin LHKASN ke Menpan RB juga
7% dengan capain 103,09%

Tindak Lanjut Hasi

Pemeriksaan BPK. Dari 1073

nyelesaikan 1009 rekomendasi  sehingga realisai nya

1102,86%
eriksaan Inspektorat. Dari 4.172

temuan Inspektorat Kota Tanjungpinang berha$il menyelesaikan 3.372 temuan

dengan nilai realisasi 80,82% dari target 92% dengn capain 87,85%

Dari tabel di atas dapat disimpu

an pula rata — rata capain sasaran 1 99,38%.
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Sasaran 2 : Meninjkatkanya Kualitas Pengawasan dan

Akuntabilit

s Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran 2
Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2021
No. Indikator Kinerja Utama Satuan | Target | Realisasi | Capaian
1. | Level Kapabilitas APIP Level 3 3 100%
5 Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP WTP WTP 100%
Pemerintah Daerah

3. | Level Maturitas SPIP Level 3 3 100%

Rata — rata Capain Sasaran 2 100%

Indikatior Kinerja Utama untuk sasaran mening

akuntabilitas keuangan dan aset daerah dapat dilihat darj 3 indikator yaitu

rkatnya kualitas pengawasan dan

I Level Kapabilitas APIP denga target level 3 dapat tercapai pada tahun 2021 sehingga

capaiannya 100%

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah T}

pengecualian juga dapat memenuhi sehingga persé

100%

3. Level Maturitas SPIP menddpatkan realisasi level
persentase kinerja nya juga mencapai 100%

Dari ke tiga indikator kinerja utama di atas,

realisasi sehingga persentase capaian sasaran 2 adalah 100%.

3.4. Perbandingaan Realisasi K

yaerah dengan target wajar tanpa

ntase capaian kinerja nya adalah

3 sesuai dengan target sehingga

masing-masing dapat memenuhi

inerja Tahun 2021 ferhadap tahun sebelumnya dan

Renstra Inspektorat Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023

Salah satu cara yang dapat di lakukan untuk mengukur kinerja pembangunan

daerah dan mengevaluasi nya adalah dengan membdndingkan realisasi kinerja serta

capain kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya. Hvaluasi bertujuan agar diketahui

pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian

misi, agar dapat dinilai dan dipelpjari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di

masa yang akan datang. Selain itu,

dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.
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Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu
pembandingan antara lain |
- kinerja nyata dengan kinerja

- kinerja nyata dengan Kinerja

- Kinerja nyata dengan target akhir resntra.

- kinerja suatu instansi dengan
dengan kinerja sektor swasta

- kinerja nyata dengan kinerja
Selanjutnya pengukuran ki

tahun 2021 dan

sasaran dan 6 indikator kinerja , s

Daerah Kota Tanjmgpfnang tahu

membandingkan antara target dan rea

yang direncanakan.

kinerja instansi lain

di instansi lain atau dg

ebagaimana telah dit
n 2018-2023.

tahun-tahun sebelumrya.

Tabel 3.5
Anallsis Pencapaian Sasatan 1
a

ngan standar nasional.

juga digunakan pembandingan-

yang unggul di bidangnya ataupun

erja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada
i I’ P
isasi pada indikator sasaran dari 2

etapkan dalam Renstra Inspektorat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

y Tahun | Capaian
‘ l Indikator Kinerja | Capain 2020 Capinin 2001 2023 | Kinerja
Ral Utama Satupa | Reali | Capa
' Target | Realisasi | Capaian | Target sl ian Target
‘ | | Nilai Evaluasi Sistem Nilai | BB BB 100 BB | BB | 100 A 100
’» J Akuntabilitas (SAKIP)

Persentase ASN Wajib

Lapor telah Persen | 96 || 100 104,16 97 100 | 103,9 | 100 | 1039

menyampaikan LHKPN
J ke KPK
b
| | Persentase ASN Wajib
' | Lapor telah
,‘ ‘ menyampaikan Persen 96 100 104,16 97 100 | 103,9 100 103,9

LHKASN ke Menpan

RB

Persentase Penyelesaian

Pundale camjutHasil | persen {915 || 9345 | 102.3|| 915 |42 | 10286 112,41
3 | pemeriksaan :

- BPK phs
© Inspektorat | pocen |92 || 7734 |85 92 [B0,82(8785 | 94 9346

I

1 ‘ 99,38
Rata- rata QapaialJ Sasaran 1
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Pada sasaran pertama yaitu Akuntabilitas Kinerja Hemerintah Daerah dapat dilihat dari

3 (tiga) indikator. Indikator kinerja digunakan sebagpi ukuran keberhasilan dari sasaran
yang telah di tetapkan, Berikut penjelesan mengenai realisasi dan evaluasi ke 3 indikator
tersebut ;
. Capaian kinerja nyata indikator Indeks Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas
(SAKIP) adalah dengan| nilai BB dari targét BB yang direncanakan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun| 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah

100% atau sesuai target yang diperjanjikan. Cdpaian ini sama dari capaian tahun

sebelumnya yaitu dengan rilai BB.

rdapat dua penilain yaitu ;

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Perkentase ASN wajib lapor telah
menyampaikan LHKPN ke KP
Sipil di Lingkungan Pemerint

adalah Persentase Pe¢jabat Negara dan Pegawai Negeri
Kota Tanjungpinang yang melaporkan LHKPN pada
tahun 2020. Pada tahun ini terealisasi sebesar 100%
2020 untuk jumlah Pejabat Negara dan ASN yang wajib mengisi formulir LHKPN
sebanyak 764 ASN, dan semua nya telah menyamppikan LHKPN ke KPK sehinnga

realisasi tahun 2020 telah melebihi target yang di renc

ari target 97%. Per 31 Desember

. Target realisasi pada renstra

N ke KPK tahun 2020.
Persentase ASN di Lingkungan Pemerintah Kot Tanjungpinang wajib lapor telah

menyampaikan LHKASN ke Kemenpan RB untuk Tahun 2020 adalah 1907 ASN wajib

lapor. Pelaporan LHKASN tahun 2020 juga telah

Realisasi ini melebihi target yaitu|100% dari 97%.Targét realisasi pada renstra 100% juga

sudah dapat di penuhi pada pelaporan LHKASN ke Me pan RB tahun 2020.

3. Pada Indikator Kinerja Utama yang ke 3 juga terdapat 2 penilain ;

aan oleh BPK

encapai 100% dan tepat waktu.

- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemerik

Capaian Kinerja nyata indikator indeks Pdrsentase Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Pemerikasaan BPK adalah terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK menunjukkan adanya capaiar yang melebihi target yaitu
sebesar 102,86% (dari jumlah total rekomendasi sebanyak 1.073 rekomendasi
LHP BPK-RI, 1009 telah selesai ditindaklanjuti). Target pada tahun 2021 91,5%,
dapat merealisasikan sebesar 94,12%. Dari tabel di atas Jjuga dapat dilihat bahwa
capain kinerja 2020 telah mencapai target akhir renstra 2023.

- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemerikshan oleh BPK
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Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaa
capaian di tahun 2021 adalah sebesar 80,82%

rekomendasi sebanyak 4.172
dengan tahun 2021, yang sele
Tidak tercapainya tz{rget tind
Daerah dikarenakan terdapat b
oleh Organisasi Perangkat Daer

sai ditindaklanjuti

eberapa kendala yan

rah antara lain:

a. Mutasi pejabat/pegawai terkait

b.

Pola pikir pejabat yang masih| menganggap bukan

terjadi.

c. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler diterima Sub

Pelaporan pada akhir tahun

ditindaklanjuti.

d. Keterbatasan jumlah SDM untuk melaksanakan ke|
karena bersamaan dengan kegiatan lain.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntab

didukung oleh program penyeleng

sehingga menambah

n Reguler Inspektorat Daerah
dari target 92% (jumlah total
dari hasil pemerikspan Inspektorat Daerah sampai
sebanyak 3.372 rekomendasi).

ak lanjut hasil pemeriksaan reguler Inspektorat

g dihadapi dalam tindak lanjut

temuan hasil pemerikisaan;

anggungjawabnya ketika temuan

Bagian Program, Evaluasi, dan

jumlah rekomendasi yang akan

giatan monitoring Tindak Lanjut

litas Kinerja Pemerintah Daerah

ggaraan pengawasan dengan kegiatan Penyelenggaraan

Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan dengan Tujuan Tertentu,

kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

\
Gambaran tentang program

Program, kegiatan, anggaran dan Ou

‘ Tabel 3.6

, kegiatan, pagu, realisasi anggaran terhadap capaian

tput yang dihasilkan

No

Program

Kegiatan St

Kegiatan | Anggaran

Realisasi
Anggaran

Pagu

Program
Penyelenggaraan
Pengawasan

Penyelenggaraan
Pengawasan
Internal

Pengawasan 22
Kinerja
Pemerintah
Daerah

7.110.000 215.587.500

Reviu 8
Laporan
Kinerja

3.504.000

80.710.000

Monitoring 8
dan Evaluasi
Tindak

Lanjut Hasil
Pemeriksaan
BPK RI dan
Tindak

Lanjut Hasil

.717.000 62.184.800
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Pemeriksaan
APIP

tertentu

Penyelenggaraan
dengan tlgﬁ

Penanganan
Penyelesaian
Kerugian
Daerah

12.500.000 11.600.000

\
|
{

Pengawasan
dengan
Tujuan
Tertentu

4

$1.300.000 40.800.000

Keberhasilan/ kjgagalan pencapaian kinerja sa

Kinerja Pemerintah
berikut:

- Faktor pendukung:
1. Komitmen yang tingg

aerah disebabkan faktor pend

i dari Kepala Daerah

jaran Meningkatnya Akuntabilitas
ukung dan penghambat sebagai

untuk mendukung capaian sasaran

meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;

2. Ketersediai.u anggarah yang memadai.

- Faktor Penghambat:

1. Mutasi pcjabat/pegawai terkait temuan hasil pemeriksaan;

2. Pola pikir |
temuan terjadi;

3. Keterbatasan jumlah S

jabat yan

Untuk mengetahui tingkat

DM.

efektifitas dan efisie

g masih menganggap

bukan tanggungjawabnya ketika

isi atas capaian kinerja sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dibandingkan dengan realisasi

anggaran sebagaimana tabel beriki

ut :
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Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat

l

Untuk meningkatl'fan capaian kinerja sasaran N
Pemerintah Daerah, berdasarkan hasil evaluasi

dimasa yangakan Iatang direkomendasikan/solus

Intensif
dengan jadwal yang telah dit

1. Koordinasi secar:

2. Meningkatkan koordinasi setiap PPTK dalam 1

yang ada di Inspektorat Daer

sehingga kegiatan

entukan;

ah;

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pengawran dan Akuntabilit1

alam tabel dibawah

11

i perbaikan sbagai berikut:

Yleningkatnya Akuntabilitas Kinerja

dan analisis tersebut diatas, maka

pemeriksaan dapat berjalan sesuai

henyusun jadwal rencana kegiatan

as Keuangan dan Aset Daearah

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran 2
Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
| Tahun 2021
Indikator Capaian 2020 Capain 2021 Taln || Capuian
& M 2023 Kinerja
No Kinerja | Satuan z : :
—— Tar | Realis | Capai | Targe| Realisa | Capai Target %
et asi an t si an e ¢
Level Level Lev | Level 1008 Level Level3 | 100% | Lovells
it eve eve eve
I Kapabilitas el 3 3 3 9 100
APIP
Opini BPK
atas WT 100
, | Laporan WTP WTP | 100% | WTP WTP 100% | WTP
~ | Keuangan P
Pemerintah
Daerah
Lev !
Level Level
3 | Maturitas Level | el3 3 100% Level 3 | 100% | Level 3
I 33 100
SPIP 3,3
Rata- rata Capaian|Sasaran 2 100%

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan

Daerah dapat dilihat dari 3 ( ti
Level Kapabilitas ARIP

Opini BPK atas Laporan Keuat

Level Maturitas SPIP

ga ) indikator, sebag:

ngan Pemerintah Dagrah

Akuntabilitas Keuangan dan Aset
i berikut:

42



Capaian kinerja hyata ind

level 3 yang dircncanz‘lkan dal

capaian kinerjanya ada}]ah 100% atau sesuai target

ator Level Kapabil
Perjanjian Kinerj

tas APIP adalah Level 3 dari target
i Tahun 2021, sehingga persentase
yang diperjanjikan, Capaian kinerja

indikator Opini BPK a#as Laporan Keuangan Pemer'Intah daerah adalah WTP dari target

WTP yang direncanakan dalam erjanjian kinerja se

\
adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan di

dalam penilaian BPK dan Capai

target Level 3 yang di rencarnakan dalam perjan

persentase kinerjanya adalah 100% atau sesuai target y

sesuai dengan taerget yang telah d iperjanjikan dalam p
\

Capaian kinerja 'sasaran Meningkatnya Kuali

Keuangan dan Aset Daerah did ikung oleh Program

Program Perumusan Kébijakan Pendampingan dan As

Program’, kegiatan, anggaran dan Ou

Indikator Level 1

ingga persentase capaian kinerjanya
tahun 2020 untuk tahun 2021 masih
Maturitas SPIP adalah Level 3 dari

Tabel 3.9

istensi.

tput yang dihasilkan

ian kinerja tahun 2021 sehingga
ang diperjanjikan, Capaian ini telah
erjanjian kinerja perangkat daerah.

tas Pengawasan dan Akuntabilitas

Penyelenggaraan Pengawasan dan

No Program

KeFIatan

Sub Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi
Anggaran

Kebijakan
Pendampingan dan

|

|

\
l Program Perumusan i Perumusan
Asistensi ‘

di Bidang

Fasilitas
| Pengawasan

Kebijakan Teknis

Pengawasan dan

Perumusan
kebijakan
teknis dibidang
fasilitasi

Pengawasay

155.002.000,-

98.074.854,-

Asistens

Pendampingan dan

Pendampingan
dan  Asistensi
urusan
Pemerintahan
Daerah

22.823.000,-

17.165,000,-

Asistensi,
Verifikasi ,
Penilaian
Reformasi
Birokrasi

Pendampinlan

an

32.824.000,-

19.655.000,-

Koordinasi
Monitoring
dan  Evallasi
serta verifikasi
pencegahan
dan

pemberantasgn

19.400.000,-

18.699.500,-
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Korupsi

Pendam
Asiste

Peneg;
Integrit

Verifikagi

ingan,
dan

584.661.950,- | 532.768.180,

Program
Penyelenggaraan
Pengawasan

Penye
Pengg

Internal

lenggaraan
wasan keuangai
Pemerin

Daerah

Pengawi

Reviu
Keuan

%'poran

147.948.000,- | 142.508.600,

Internal

Kerjasama
Pengawasan

134.142.000,- | 124.951.100,

Keberhasilan/kegagalari pe

ncapaian

kinerja

sasaran  Meningkatnya Kualitas

Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan dan Aset quarah disebabkan faktor pendukung

dan penghambat sebagai berikut:

- Faktor pendukung:
a. Dukungan Pimpinan;
b.  Ketersediaan anggaran yang memadai;
- Faktor Penghambat: i
a.  Ketidakseimbangan antara beban kerja dengan|jumlah auditor yang ada;
b.  Keterbatasan k’uoff Diklat yang direncapakan Inspektorat Daerah Kota
Tanjungpinang di Pusat Pendidikan BPKP;

Untuk mengetahui tingkat ¢
Meningkatnya Kualitas Pengawas

dibandingkan dengan realisasi‘ anggaran sebagaimana tab

>fektifitas dan efis
an dan Akuntabili

:Ensi atas capaian kinerja sasaran
s Keuangan dan Aset Daearah,
el berikut.
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Untuk meningkatkan éapaian ki
\
Akuntabilitas Keuangan dan Aset

diatas, maka dimasa ya‘ng akan dg

2. Melakukan Registrasi Online I

3.5. Akuntabilitas Ken{angan

\
Selama tahun 2021 pelaksa

tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan t

Inspektorat Daerah Ko‘ta Tanjung

Tanjungpinang dengan total ni

Sedangkan realisasi anggaran m
\
APBD mencapai 88,39?/0.

Adapun rincian qagu dan realisasi anggaran yang

kinerja tujuan dan sasaran pada

tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

nerja sasaran Mening

Daerah, berdasarkan

Inaan program dan ke

ai keseluruhan adal
encapai Rp.1.364.65(

Renstra Inspektorat I

Tabel 3.11

katnya Kualitas Pengawasan dan

hasil evaluasi dan analisis tersebut

itang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :
1. Penambahan jumlah‘ Auditor dan PPUPD sesuai peta jabatan;

Diklat di Pusbin BPKP sebelum jadwal pelaksanaan;

giatan dalam rangka menjalankan
arget kinerja yang ingin dicapai

jpinang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APPBD) KoLa Tanjungpinang DDPA

Inspektorat Daerah Kota
ah sebesar Rp. 1.543.931.950,-

.234,- atau dengan serapan dana

» terkait dengan pencapaian target

Daerah Kota Tanjungpinang pada

No Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Realisasi

Pagu Anggaran Anggaran

Program
l. Penyelenggaraan
Pengawasan

Penyelen

Internal

Pengawasan

ggaraan

\
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan
\
\
|

Pengawasan
Kinerja
Pemerintah
Daerah

227.110.000 | 215.587.500

Reviu Laporan
Kinerja

83.504.000 80.710.000

Monitoring
dan  Evaluasi
Tindak Lanjut
Hasil
Pemeriksaan
BPK RI dan
Tindak Lanjut
Hasil
Pemeriksaan
APIP

82.717.000 62.184.800

Pengawasan
keuangan
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Pemerintah

Daerah
Reviu Laporan| [ 147.948.000,- | 142.508.600,-
Keuangan
Kerjasama 134.142.000,- | 124.951.100,-
Pengawasan
Internal
Penyelenggaraan
dengan tujuan
tertentu
Penanganan
Penyelesaian
Kerugian 12.500.000 11.600.000
Daerah
Pengawasan
dengan Tujuan
Tersontn 41.300.000 40.800.000
Program Perumusap
Perumusan Kebijakan
Kebijakan Teknis diBidang
Pendampingan Pengawasan dan
dan Asistensi Fasilitasi
Pengawasan
Perumusan
kebijakan
teknis dibidang || 155.002.000,- | 98.074.854,-

fasilitasi
Pengawasan

Pendampingan
dan Asistensi

Pendampingan
dan  Asistensi
urusan
Pemerintahan
Daerah

22.823.000,-

17.165,000,-

Pendampingan
Asistensi,
Verifikasi , dan
Penilaian
Reformasi
Birokrasi

32.824.000,-

19.655.000,-

Koordinasi
Monitoring
dan  Evaluasi
serta verifikasi
pencegahan
dan
pemberantasan
Korupsi

19.400.000,-

18.699.500,-

Pendampingan,
Asistensi  dan
Verifikasi
Penegakan
Integritas

584.661.950,-

532.768.180,-

TOTAL

1.543.931.950

1.364.650.234

Tabel 3.12




Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat

Kota Tanjungpinang

Tahun 2021
No. Sasaran | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran %
Meningkatnya
| Akuntabilitas j(inelja 447.131.000,- 410.828,000,- 91,88%
Pemerintah Daerah
Meningkatnya Kualitas
Pengawasan dan 1.096.800.950.- 953.822/234.- 86,96%
2 Akuntabilitas |
Keuangan dan Aset
Daerah ‘
Jumlah 1.543.931.950 1.364.650.234 88,39%

\
Dari tabel diatas [dapat dike

untuk pencapaian sasaran renstra
oleh Inspektorat Daerah Kota Tanj
Untuk mengetahui efektifi

Daerah Kota Tanjungpinang, dapat diketahui dari capa

yang digunakan pada tahun 2021 s

stahui anggaran yang

[.mgpinang pada tahun

direncanakan dan dimanfaatkan

organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan

2021.

as anggaran terhadap capaian sasaran Inspektorat

an kinerja sasaran dan anggaran

ebagaimana tabel berikut:

; Tabel 3.13
Efektifitas Anégaran terhadap Capaian sasaran Inspektorat Daerah
\ Tahun 2021
Jimilah Presentase _Anggaran
No. Kategori B Capaian o
Indikator Kiier]a Realisrsi (Rp.) %o
A. Sasaran 1 | 5 100
| Melebihi/Melampaui
Target 410.828,000,- 91.88%
2 Sesuai Target | il
3 Tidak Mencapa |
Target
B. Sasaran 2 3 100
1 Melebihi/Melampaui 053.822.234 - 86.96%
Target : .
2 Sesuai Target 3
3 Tidak Mencapai
Target ‘

Pencapaian sasaran renstra
|

kinerja tahun pertama Renstra 2

sasaran berdasarkan realisasi anggaran selama kurun

berikut:

pada Tahun 2021 m
018-2023, dengan de

erupakan akumulasi pencapaian
mikian diuraikan pula capaian

waktu 1 (satu) tahun sebagai

48



Tabel 3.14
Penyerapan Anggaran pada setiap sasaran lnsqektorat Daerah 2019-2023

No

Pagu Indikatif Realisasi Anggaran tahun ke- nE

o Renstra (Rp.) 3 T2 3

A. | Sasaranl,
| Meningkatnya
| Akuntabilitas
| Kinerja
| Pemerintah
| Daerah
B. | Sasaran2,
| Meningkatnya
' Kualitas
lengawasan | 4457.427.521,- | | 2.508.300.000, | 1.233(121.737,- || 953.822.234,- | 3.741421.737
Akuntabilitas
Keuangan dan

14.775.765.832,-| | 3.473.780.991,- | 1.395|384.165,- | 410.828,000,- | 5.279.993.156

Aset Daergh

1ggaran terhadap cap Tan Sasaran Inspektorat Daerah
pat disimpulkan bahwa angg yang digunakan cukup efektif

terhadap capaian kiner;j ‘ misi organisasi.

Secara umum e:lktiﬁtas an
Kota Tanjungpinang,

3.6. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksat;tkan Tugas Pokok dan Fupgsi Inspektorat Daerah Kota
Tanjungpinang dilakukan secara gptimal dengan menggrahkan sumber daya dan potensi
yang dimiliki, sehingga Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang telah memperoleh
penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun| stakeholder atas prestasi yang
dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun wakty 1 (satu) tahun tersebut, sebagai
berikut :

1. Prestasi Tingkat Internasional

No. Prestasi Penghargaan Tahun
Nihil Nihil Nihil

2. Prestasi Tingkat Nasional

No. Prestasi Penghargaan Tahun
1. SAKIP BB 2015-2021

3. Prestasi Tingkat Provinsi Kepulauan Riau

No. Prestasi Penghargaan Tahun
1 LKPD WTP 2015-2021

4. Prestasi lainnya
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No.

Prestasi

Pen

argaan

Tahun

Nihil

Nihil

Nihil
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BAB TV
PENUTUP

Laporan

Tanjungpinang Tahun 2021 ini merupakan

Kinerja [Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota
pertanggung jawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Inspektorat Daerah Kota

Tanjungpinang Tahun 2021, Pembuatan LAKIP ini meris
memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
Akuntabilitas  Kinerja Instansi
penyelenggaraan pemerintahan y.

LAKIP Inspektorat Daer:

Pemerintah

(SAKIP).
g baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
Kota Tanjungpinang Tahun 2021

pakan langkah yang baik dalam
tahun 2014 tentang Sistem
Sebagai upaya untuk

ini dapat

menggambarkan kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Evaluasi terhadap

kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga

dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Inspektorat Daerah Kota Tanjurigpinang menetapkan sebanyak 2

(dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai angan Rencana Kinerja Tahunan

dan Dokumen Perjanjian iKinerja Tahun 2021 yang ingin|dicapai. Secara rinci pencapaian

sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

A.  Sasaran | terdiri dari 3 indi
B.  Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian seb

or dengan nilai 99,38% atau interpretasi sangat baik

atau interpretasi sangat baik

yak 2 (dua) sasaran tersebut,

secara umum telah sesuai mencapai|target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksana
Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dalam rangka m¢
dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.5
ratus empat puluh tiga juta sembil

ratus tiga puluh satu
rupiah) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.1.364
dana APBD mencapai 88,39 %, dengan demikian dapat d
Daerah Kota Tanjungpinang kondisi anggaran adalah Silp

Renstra Inspektorat Daerah

program dan kegiatan pada
ncapai target kinerja yang ingin
Belanja Daerah (APBD) Kota
43.931.950,- (satu milyar lima
ribu sembilan ratus lima puluh
#.650.234,-atau dengan serapan
katakan tahun 2021 Inspektorat
A Rp. 179.281,716,-

ta Tanjungpinang 2018-2023 menetapkan sebanyak

2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui

Rencana Kinerja Tahunan tahun pertama dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada

tahun 2023, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai be

A.  Sasaran | terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100%

rikut:

Ftau interpretasi sangat baik
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B.  Sasaran 2 terdiri dari 3 indikiator dengan nilai 100%% atau interpretasi sangat baik

Dalam kurun waktu 1 (satu
Rp. 1.543.931.950,- telah mewujut
dan Misi Kepala Daerah Kota Tan

realisasi anggaran yang telah dig

adalah 88,39 % dari anggaran yang direncanakan,

perencanaan Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang

lebih efektif dan efisien dalam m
dan Misi Kepala Daerah Kota Tan|
Dengan tersusunnya Lapor|

Daerah Kota Tanjungpinang ini

Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang kepada pi

stakeholders ataupun pihak lain y3

untuk membangun Kota Tanjungp]

, diharapkan dapat

) tahun tersebut tela menggunakan anggaran sebesar

fdkan capaian kinerja yntuk menunjang pencapaian Visi
jungpinang. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka

unakan oleh Inspektgrat Daerah Kota Tanjungpinang

al tersebut menunjukan bahwa

perlu dioptimalkan kembali agar

eningkatkan kinerja ylang mendukung pencapaian Visi

an Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat

memberikan gambaran Kinerja

lhak-pihak terkait baik sebagai

ng telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif
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